
  

 

 
 

 

 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

NOMOR 6 TAHUN 2025   

 
TENTANG 

 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
TAHUN 2025-2029 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GEBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 

Menimbang :  a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan 

program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, 

strategi, arah kebijakan dari pembangunan Daerah dan 
keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan 

lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka 

pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) 
tahun;  

 

b. bahwa RPJMD Provinsi disusun untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Pasal 5 huruf 
a Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045; 

 
c. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraruran 

Daerah Provinsi tentang RPJMD Provinsi ditetapkan paling 

lambat 6 (enam) bulan setelah gubernur dan wakil 

gubernur dilantik; 

SALINAN 



  

 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2025-2029; 
 

 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 
2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4033); 

 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, 
Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan 

Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4268); 

 
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 
 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia    Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 
 

 

 
 

 



  

 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 
 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 

2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 

 
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6041); 
 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6323); 
 

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
2025-2029 (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 

2025 Nomor 19); 

 
12. Peraturan Menteri Dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1312); 

 

 
 

 



  

 

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; 

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 

2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor ); 

 

15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 

4 Seri E); 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA 
BELITUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029. 

 
 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kepulauan Bangka 
Belitung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 

2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah 

dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 
periode 20 (dua puluh) tahun yang berpedoman pada 

RPJPN Tahun 2025-2045. 



  

 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 
2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah 

dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 

periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari 

visi, misi dan program Gubernur dengan berpedoman 

pada RPJPD dan RPJMN Tahun 2025-2029. 

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 

yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun. 

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut Renja-PD adalah rencana pembangunan tahunan 

Perangkat Daerah. 

11. Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD adalah 

analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang 
menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. 

12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan 
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, 

dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 

13. Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum 
mengenai keadaan/kondisi daerah yang 

diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil 

pembangunan selama 5 (lima) tahun. 

14. Misi Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai 

upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk 

mewujudkan Visi RPJMD Tahun 2025-2029. 

15. Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian 
kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 

(lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-

2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. 

16. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian 

kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan 

daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. 

17. Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana 

tindakan yang komprehensif berisikan langkah-

langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa 
optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus, dan 

penengtuan program prioritas dalam menghadapi 

lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran 

RPJMD. 

 

 



  

 

18. Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah 
rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang 

selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target 

yujuan dan sasaran RPJMD. 

19. Program Prioritas adalah program strategis yang 
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen 

untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang 

diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja. 
 

 

BAB II 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

 
Pasal 2 

 

RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program 

Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah, 
kebijakan, pembangunan dan keuangan Daerah, serta 

program perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang 

disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif 
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan 

berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. 

 
Pasal 3 

 

RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika 
sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH 

BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS 
PEMBANGUNAN DAERAH 

BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 
BAB V  : PENUTUP 

 

Pasal 4 
 

Isi serta uraian RPJMD tahun 2025-2029 sebagaimana 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 5 
 

Pelaksanaan lebih lanjut dari RPJMD tahun 2025-2029 

dituangkan dalam Renstra PD 5 (lima) tahunan, RKPD untuk 
periode 1 (satu) tahun dan Renja PD untuk periode 1 (satu) 

tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 
 

 

 



  

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 6 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. 

    
 

Ditetapkan di Pangkal Pinang 

pada tanggal 31 Oktober 2025 
  

              GUBERNUR 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 
                      dto 

 

           HIDAYAT ARSANI 
 

 

 
Diundangkan di Pangkal Pinang 

pada tanggal 31 Oktober 2025 

        
Pj. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 
dto 

 

FERY AFRIYANTO 

 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 

2025 NOMOR 3 SERI E 

 
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

NOMOR 6-198/2025 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

Plt. KEPALA BIRO HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

dto 

 
ANDI NAMANDANG, S.H 

Pembina  
    NIP. 198411262009031004 



  

 


